
ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI  

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  

KABUPATEN TANA TIDUNG  

 

SKRIPSI 

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 

 

 

 

Oleh : 

KHAIRUNNISA   

1901036252 

AKUNTANSI 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

SAMARINDA 

2024  



 

i 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN  



 

ii 

 

 

 

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS 

 

  



 

iii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 



 

iv 

 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, 

saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama   : Khairunnisa 

NIM   : 1901036252 

Program Studi  : S1-Akuntansi 

Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan 

izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas 

Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang 

berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung” beserta perangkat 

yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada 

UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media 

atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat 

dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 

penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.  

 

Dibuat di : Samarinda 

Tangga : 21 Agustus 2023 

Yang menyatakan, 

 
Khairunnisa 

  



 

v 

 

RIWAYAT HIDUP 

Khairunnisa, lahir di Salimbatu Provinsi Kalimantan Utara 

pada tanggal 28 Desember 2001. Penulis adalah anak pertama 

dari Bapak Hairul Saleh dan Ibu Radianah. Penulis 

mendapatkan pendidikan sejak tahun 2006 TK Kartini di 

Kabupaten Tana Tidung. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan 

formal pada tahun 2008 di SD Negeri 01 Sesayap di Kabupaten Tana Tidung dan 

lulus pada tahun 2013. Selanjutnya meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah 

Pertama pada tahun 2014 di SMP 1 Sesayap di Kabupaten Tana Tidung dan lulus 

pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas 

pada tahun 2017 di SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung di Kabupaten 

Tana Tidung dan lulus pada tahun 2019.  

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan 

Akuntansi, jenjang studi Strata Satu (S-1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2022 melaksanakan program 

studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLVIII di Desa/Kelurahan Mendik 

Karya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. 

 

Samarinda, 21 Agustus 2023 

 
Khairunnisa  

  



 

vi 

 

KATA PENGANTAR  

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal penelitian yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung" 

dengan baik. Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU. selaku Rektor Universitas 

Mulawarman.  

2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mulawarman  

3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman   

4. Dr. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CMA.,CTA.,CFrA.,CIQaR. selaku Koordinator 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mulawarman  

5. Bapak Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan selama penyusunan skripsi 

hingga skripsi ini dapat selesai. 

6. Ibu Evihar, S.Sos, Bapak Surianto, S.E, Bapak Ramli Paris, S.Sos, Bapak Yudi 

Rahmatsyah, S. Kom, Bapak Hendra, A.Md., Bapak Wahyudi, S.E, M.M., Ibu 

Nur Ismariah, S.Sos, Bapak Wahyudi, S.E., M.M, Ibu Bungan Matius, S.E dan 

seluruh keluarga besar BPKAD Kabupaten Tana Tidung yang telah 

meluangkan waktu dan membantu penulis dalam melengkapi data penelitian. 



 

vii 

 

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 

yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat.  

8. Bapak Hairul Saleh dan Ibu Radianah selaku orang tua penulis serta Kharil 

Anwar dan Alifa Rahmadani yang telah menjadi penyemangat dan selalu 

memberikan dukungan agar penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik. 

9. Ardhelia Irnadianis Ifada, Nurul Safariah Dahlan, Hilda Salsabila dan Yasmin 

Putri Mardani yang telah memberikan banyak saran, bantuan dan motivasi agar 

penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.  

10. Nur Alissa Ariani dan Rika Amelia selaku teman satu bimbingan yang telah 

menemani penulis mengerjakan skripsi dan meluangkan waktunya untuk 

menemani saat bimbingan.  

11. Khairunnisa yang telah bertahan melawan rasa putus asa, malas dan kecewa 

serta bertahan melalui semua tahapan penyusunan skripsi sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi hingga selesai. 

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, 

penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 

guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

Samarinda, 21 Agustus 2023 

 
Penulis  



 

viii 

 

ABSTRAK 

Khairunnisa. 2023. “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana 

Tidung”. Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Mulawarman. Di bawah bimbingan Bapak Raden Priyo Utomo. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung 

Tahun Anggaran 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif dengan menghitung efektivitas Pajak Daerah serta Retribusi 

Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis efektivitas 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata 

efektif dan Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat 

efektif. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat kurang dan kontribusi 

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki 

hasil rata-rata sangat kurang. 

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah 
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ABSTRACT 

Khairunnisa,2023. “An Analysis of Local Taxes Contribution Effectivity and 

Regional Levies toward Locally-generated Revenue of Kabupaten Tana Tidung”. 

Accounting Undergraduate Thesis, Economic and Business Faculty of 

Mulawarman University. Under the guidance of Mr. Raden Priyo Utomo, this 

research aims to analyze the effectivity of Regional Taxes and Regional Levies and 

their contribution against Original Regional Income in Tana Tidung Regency for 

the 2017-2021 Fiscal Years. The method used in this research is quantitative 

descriptive by calculating the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies 

and the contribution to Regional Original Income. The results of the effectiveness 

of Regional Taxes and Regional Retributions analysis in Tana Tidung Regency 

show that the level of Regional Taxes effectivity from 2017-2021 has average 

effective results and Regional Retributions from 2017-2021 have very effective 

average results. Furthermore, the contribution of Regional Taxes to Original 

Regional Income from 2017-2021 has very low average results and the contribution 

of Regional Levies against Original Regional Income from 2017-2021 has very low 

average results. 

 

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Levy, Regional 

Original Income 

 

  



 

x 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ i 

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS .......................... ii 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ........................................................... iv 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi 

ABSTRAK .......................................................................................................... viii 

ABSTRACT ........................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................... 4 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 4 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 4 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 6 

2.1 Theory Development From Below .................................................................. 6 

2.2 Otonomi Daerah ............................................................................................. 7 

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................................................... 8 

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ........................................... 8 

2.3.2 Sumbaer Pendapatan Asli Daerah ..................................................... 9 

2.4 Pajak Daerah ................................................................................................. 11 

2.4.1 Definisi Pajak Daerah ...................................................................... 11 

2.4.2 Jenis Pajak Daerah ........................................................................... 11 

2.4.3 Tarif Pajak Daerah ........................................................................... 13 

2.5 Retribusi Daerah ........................................................................................... 14 

2.5.1 Definisi Retribusi Daerah ................................................................ 14 

2.5.2 Jenis Retribusi Daerah ..................................................................... 15 

2.5.3 Subjek, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif .................................. 18 

2.6 Efektivitas ..................................................................................................... 19 

2.7 Kontribusi ..................................................................................................... 20 

2.8 Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 21 

2.9 Kerangka Berpikir ........................................................................................ 23 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 24 

3.1 Definisi Operasional ..................................................................................... 24 



 

xi 

 

3.2 Jenis Penelitian ............................................................................................. 25 

3.3 Lokasi Penelitian .......................................................................................... 25 

3.4 Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 25 

3.5 Teknik Analisis Data .................................................................................... 26 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................. 28 

4.1 Gambaran Umum BPKAD ........................................................................... 28 

4.2 Data Penelitian ............................................................................................. 28 

4.3 Hasil Penelitian ............................................................................................. 30 

4.3.1 Analisis Efektivitas .......................................................................... 31 

4.3.2 Analisis Kontribusi .......................................................................... 44 

4.4 Pembahasan .................................................................................................. 58 

4.4.1 Efektivitas ........................................................................................ 58 

4.4.2 Kontribusi ........................................................................................ 84 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 94 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................... 94 

5.2 Saran ............................................................................................................. 96 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 97 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 100 

 

 

  



 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli     

Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021 ............................... 2 

Tabel 2. 1 Nilai Efektivitas ................................................................................... 20 

Tabel 2. 2 Nilai Kontribusi ................................................................................... 20 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 21 

Tabel 3. 1 Nilai Efektivitas ................................................................................... 27 

Tabel 3. 2 Nilai Kontribusi ................................................................................... 27 

Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung .................. 28 

Tabel 4. 2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung ................................... 29 

Tabel 4. 3 Rincian Retribusi  Daerah Kabupaten Tana Tidung ............................ 30 

Tabel 4. 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel .................................................... 31 

Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran ............................................... 32 

Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan ................................................ 33 

Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame ............................................... 34 

Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan ................................. 35 

Tabel 4. 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah ............................................. 36 

Tabel 4. 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet ........................ 37 

Tabel 4. 11 Perhitungan Efektivitas Pajak MBLB ................................................ 38 

Tabel 4. 12 Perhitungan Efektivitas PBB P2 ........................................................ 39 

Tabel 4. 13 Perhitungan Efektivitas BPHTB ........................................................ 40 

Tabel 4. 14 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum .................................. 41 

Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha .................................... 42 

Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu ........................ 43 

Tabel 4. 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel .................................................. 44 

Tabel 4. 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran ............................................. 45 

Tabel 4. 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan .............................................. 46 

Tabel 4. 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame ............................................. 47 

Tabel 4. 21 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.................................................. 48 

Tabel 4. 22 Perhitungan Air Tanah ....................................................................... 49 



 

xiii 

 

Tabel 4. 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet ......................... 50 

Tabel 4. 24 Perhitungan Kontribusi Pajak MBLB ................................................ 51 

Tabel 4. 25 Perhitungan Kontribusi PBB P2 ........................................................ 52 

Tabel 4. 26 Perhitungan Kontribusi BPHTB ........................................................ 53 

Tabel 4. 27 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum ................................... 55 

Tabel 4. 28 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Usaha .................................... 56 

Tabel 4. 29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu ........................ 57 

 

 

 

  



 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir ............................................................................ 23 

Gambar 4. 1 Grafik Tren Pendapatan PAD .......................................................... 29 

Gambar 4. 2 Grafik Tren Pendapatan Pajak Daerah ............................................. 29 

Gambar 4. 3 Grafik Pendapatan Retribusi Daerah ................................................ 30 

 

 

  



 

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Surat Izin Penelitian........................................................................ 100 

Lampiran 2  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah     

Tahun 2017 .................................................................................... 101 

Lampiran 3  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah     

Tahun 2018 .................................................................................... 103 

Lampiran 4  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah     

Tahun 2019 .................................................................................... 105 

Lampiran 5  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah     

Tahun 2020 .................................................................................... 107 

Lampiran 6  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah     

Tahun 2021 .................................................................................... 109 

 

 

 

 

  



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas yaitu 

sebesar 1,905 juta km² yang terdiri dari banyak provinsi. Oleh karena itu, Indonesia 

menerapkan sistem desentralisasi agar pemerintah dapat dengan mudah mengelola 

dan mengembangkan wilayahnya. Otonomi daerah yang telah diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memudahkan 

pelayanan dari pemerintah daerah ke masyarakat, dengan adanya otonomi daerah 

diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya, 

tetapi setiap wilayah memiliki masalah tersendiri dalam mengembangkan 

daerahnya. Untuk membangun infrastruktur daerah pemerintah memerlukan dana, 

dana yang digunakan pada pembangunan ini berasal dari penerimaan keuangan 

negara yang telah didapatkan melalui penerimaan dari sektor perpajakan, 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. 

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan 

daerah yang merupakan cara pemerintah untuk memperoleh dana guna memenuhi 

kebutuhan rumah tangga negara maupun untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemungutan pajak dan retribusi perlu diperhatikan apakah pemungutan 

dari pajak dan retribusi telah efektif dan berkontribusi dalam menaikan penghasilan 

negara. Karena Indonesia merupakan wilayah yang luas, maka pemerintah 

membagi pemungutan pajak menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 



2 

 

 
 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut oleh pemerintah daerah, 

kedua pungutan ini merupakan salah satu pungutan yang dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-

undangan. 

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menjalankan kegiatan 

pemerintah yang sah sejak tahun 2013, salah satunya yaitu mengenai peraturan 

keuangan daerah. Dalam menjalankan keuangan daerah memiliki tujuan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengenai 

pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung 

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021 
 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT 

No Tahun Realisasi  

Pajak Daerah 

Realisasi  

Retribusi Daerah 

Realisasi  

PAD 

1 2017 Rp6.230.005.338,30 Rp488.014.666,00 Rp25.983.850.903,60 

2 2018 Rp2.770.234.099,70 Rp519.386.201,00 Rp18.727.015.628,58 

3 2019 Rp3.618.913.387,04 Rp503.314.352,00 Rp20.308.596.176,63 

4 2020 Rp3.440.103.869,12 Rp972.295.144,00 Rp11.941.721.402,71 

5 2021 Rp3.767.579.642,80 Rp642.047.033,00 Rp19.857.987.030,66 
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Realisasi Asli Daerah 

Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.983.850.903,60, pada tahun 2018 

mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp18.727.015.628,58, kemudian pada 

tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp20.308.596.176,63 pada tahun 

2020 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar Rp11.941.721.402,71 

dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp19.857.987.030,66. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah pada 

tahun 2017 merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp6.230.005.338,30, pada 

tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.770.234.099,70, 

pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 

Rp3.618.913.387,04, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali 

menjadi sebesar Rp3.440.103.869,12, pada tahun 2021 mengalami kenaikan 

kembali menjadi sebesar Rp3.767.579.642,80. Dilihat dari Tabel 1.1 Realisasi 

Retribusi Daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp488.014.666,00, pada tahun 

2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp519.386.201,00, pada tahun 2019 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp503.314.352,00, kemudian pada tahun 

2020 kembali mengalami kenaikan dan merupakan realisasi tertinggi di antara 

tahun lainnya menjadi sebesar Rp972.295.144,00, pada tahun 2021 mengalami 

penurunan lagi menjadi sebesar Rp642.047.033,00. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang 

ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021? 

2. Bagaimana efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui efektivitas pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 

2. Mengetahui efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

dijadikan referensi terhadap pengembangan teori dan penerapan Efektivitas 

dan Kontribusi Pajak Retribusi dalam menaikan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Tana Tidung, serta diharapkan dapat menjadi sarana pembagian 

ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh 

pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan masukan, 

pertimbangan dan pemikiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Tana Tidung. 

3. Manfaat Regulasi 

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat mendorong tingkat efektivitas dari pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli 

daerah. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Theory Development From Below 

Theory Development From Below atau pembangunan wilayah dari bawah 

ke atas ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya 

untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

Davey, K (1988) dalam penelitiannya berpendapat bahwa dalam Theory 

development from below ini merupakan suatu fenomena masyarakat dapat melihat 

manfaat langsung dari pembangunan di daerah mereka, maka masyarakat akan 

lebih suka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding kepada 

pemerintah pusat..  

Pembangunan wilayah dari bawah ke atas merupakan pendekatan 

alternatif yang akan menekan ketimpangan sosial dan sumber daya alam antar 

wilayah. Stöhr (1981) menekankan pemerintah daerah harus lebih bisa 

mengembangkan daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya (sosial, 

ekonomi, politik), ini bertujuan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung 

pada pemerintah pusat. Stöhr berpendapat bahwa konsep ini merupakan strategi 

pembangunan daerah dan pendekatan yang menitikberatkan pada upaya 

menghilangkan ketergantungan pada daerah terhadap pusat. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi/diperoleh daerah sebagai berikut :  

1. Pemisahan daerah dan pusat  

Pertama, konvergensi daerah, keterkaitan antara pusat dan daerah 

diwujudkan di bawah kekuasaan daerah yang berdaulat. pemanfaatan sumber 
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daya alam di wilayahnya. Kedua, pendekatan fungsional lebih menitikberatkan 

pada proses birokrasi yang kompleks antara pusat dan daerah.  

2. Pemaksimalan sumber daya alam dan manusia daerah/daerah 

Daerah harus fokus mendukung sektor tertentu yang dikembangkan 

secara keseluruhan dengan industri dan infrastruktur yang mendukung 

pembangunan sektor. Termasuk kebijakan yang selalu mendukung 

pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah 

pembangunan.  

3. Didukung penuh (dilaksanakan) oleh masyarakat 

Masyarakat harus memahami kebijakan pemerintah mengenai tujuan 

setiap kegiatan pembangunan, sehingga memiliki kegiatan ekonomi yang 

improvisasi dan inovatif sejalan dengan kebutuhan proyek penyegaran 

pemerintah. 

2.2 Otonomi Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah memiliki arti Pemerintah Pusat memberikan tugas dan tanggung 

jawab kepada pemerintah daerah. Tugas-tugas ini beroperasi dalam sistem birokrasi 

pemerintahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah tujuan dari 

pemberian otonomi kepada wilayah ini. 
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Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintah Daerah, menandakan Indonesia telah mengubah sistem 

pemerintahannya dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini didasarkan pada 

Pasal 18 UUD 1945, yang membagi negara Indonesia menjadi beberapa provinsi, 

yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, 

dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang berlandaskan undang-

undang. Pemerintah memberikan otonomi daerah kepada kabupaten dan kota 

melalui pemberian kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Mardiasmo 16:2019). Ini 

berarti bahwa pemberian tanggung jawab ini akan diikuti dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta 

pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan yang dipungut oleh daerah yang pemungutannya berdasarkan pada 

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Yahya 2018).  
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Pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada Pasal 30 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat 

(1). Seharusnya tidak ada lagi perdebatan tentang definisi pendapatan asli daerah 

karena sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa 

objek pendapatan asli daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat 

diterima. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26 

ayat 1 yang berbunyi : “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan 

pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, 

dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan”. Forum koordinasi pimpinan daerah 

(Forkopimda) merupakan forum yang digunakan untuk membahas 

penyelenggaraan masalah mengenai administrasi publik.  

2.3.2 Sumbaer Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal 

26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis 

pendapatannya yang terdiri dari:  

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 Pajak Daerah 

yang selanjutnya selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
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Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.. 

2. Retribusi Daerah  

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.  

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada 

pasal 295 ayat (1), Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 285 ayat 1 huruf c merupakan seluruh pendapatan 

Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi 

hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.4 Pajak Daerah 

2.4.1 Definisi Pajak Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan 

Layanan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh individu atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan 

digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pajak daerah 

merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pengertian mengenai pajak daerah, maka 

pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan 

kata lain pajak daerah yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dan 

pembangunan daerah.  

2.4.2 Jenis Pajak Daerah 

Bedasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1-2 pajak 

daerah dibagi menjadi dua bagian, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota : 
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1. Pajak Provinsi 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari: 

a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);  

b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);  

c. PAB (Pajak Alat Berat) 

d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);  

e. PAP (Pajak Air Permukaan);  

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari: 

a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan); 

b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); 

c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu); 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT (Pajak Air Tanah) 

f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan); 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). 

Perlu diketahui bahwa setiap daerah tidak menerapkan seluruh pajak daerah, 

karena telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 

3 berisi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat tidak 
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dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan 

kebijakan daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah. 

2.4.3 Tarif Pajak Daerah 

Tarif dari setiap pajak daerah menurut  Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai 

berikut: 

1. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan maksimal 1,2% 

b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat dikenakan 

secara progresif maksimal sebesar 6% 

2. Tarif BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan 

maksimal sebesar 12% 

3. Tarif PAB (Pajak Alat Berat) ditetapkan dengan maksimal 0,2% 

4. Tarif PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan 

maksimal 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk 

bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan dengan minimal 50% lebih 

rendah dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. 

5. Tarif PAP (Pajak Air Permukaan) ditetapkan dengan maksimal 10% 

6. Tarif Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok. 

7. Tarif PBB-P2Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) ditetapkan 

dengan maksimal 0,5% 

8. Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditetapkan 

dengan maksimal 5% 
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9. Tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan dengan maksimal 10% 

10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan maksimal sebanyak 25% 

11. Tarif PAT (Pajak Air Tanah) dengan maksimal 20% 

12. Tarif Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan 

maksimal 20% 

13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan maksimal 10%. 

14. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 66% 

15. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan 

maksimal 66% 

2.5 Retribusi Daerah  

2.5.1 Definisi Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi daerah, 

juga dikenal sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan 

Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa 

atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada individu atau organisasi. Menurut Anggoro (238:2017) pada dasarnya 

pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat; namun, dalam proses 

penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk 
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memastikan bahwa barang dan jasa tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan 

untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah. Retribusi 

menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang 

dinikmati publik, berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan 

pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha. 

2.5.2 Jenis Retribusi Daerah 

Mardiasmo (18:2018) menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi 

menjadi tiga bagian : 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa 

umum yang telah disediakan. Menurut TMbooks (34:2013) objek retribusi jasa 

umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada 

orang pribadi atau badan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jenis 

retribusi jasa umum bisa ditiadakan jika potensi penerimaanya kecil atau atas 

kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis. Berikut 

merupakan jenis retribusi jasa umum: 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan 

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 

sipil, dan; 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 
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e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus 

k. Retribusi pengolahan limbah cair 

l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang 

m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan  

n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa 

usaha yang telah diberikan. TMbooks (37:2013) Objek retribusi jasa usaha 

merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial sebagai berikut:  

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau 

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Jenis retribusi usaha adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 
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d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parkir 

f. Retribusi tempat penginapan atau Pesanggrahan/villa 

g. Retribusi rumah potong hewan 

h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan 

i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

j. Retribusi penyeberangan di air, dan 

k. Retribusi penjualan produksi dan usaha daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas 

perizinan tertentu yang telah disediakan. Menurut TMbooks (38:2013) 

retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam upaya melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu 

sebagai berikut: 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan 

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan 

d. Retribusi izin trayek, dan 

e. Retribusi izin usaha perikanan. 
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2.5.3 Subjek, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  

1. Retribusi Jasa Umum  

Subjek retribusi jasa umum adalah individu atau organisasi yang 

menggunakan atau menikmati layanan yang relevan. Prinsip dan tujuan 

retribusi ini dibuat dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kapasitas masyarakat, elemen keadilan, dan kemanjuran 

pengendalian atas pelayanan tersebut (Mardiasmo 23:2019). Yang dimaksud 

dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan 

biaya modal. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Subjek retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang 

menggunakan dan menikmati pelayanan yang terkait dengan jasa usaha 

tersebut. Prinsip dan tujuan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh jika usaha atau 

pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berdasarkan harga pasar. 

(Mardiasmo 23:2019). 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Subjek pemungutan dari retribusi perizinan tertentu adalah individu 

atau badan menerima izin tertentu dari pemerintah daerah. Prinsip dan tujuan 

retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk mengurangi sebagian atau seluruh 

biaya penyelenggaraan izin yang relevan. Yang berkaitan dengan biaya yang 

terkait dengan pengelolaan izin ini meliputi biaya untuk penerbitan dokumen 
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izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya 

yang terkait dengan efek negatif dari izin tersebut (Mardiasmo 23:2019). 

2.6 Efektivitas  

Tidak ada pekerjaan yang benar-benar efektif karena tidak hanya dapat 

mencapai hasil, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, ruang, 

atau benda. Keadaan yang memiliki pemahaman tentang kemungkinan terjadinya 

efek atau akibat yang diinginkan disebut efektif. Semua organisasi, baik publik 

maupun non-publik, memiliki visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

mereka. Mahmudi (2019) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara 

keluaran dan tujuan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan 

dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Proses kerja suatu organisasi lebih 

efektif jika output yang dihasilkan berkorelasi dengan pencapaian sasaran. 

Pengukuran efektivitas organisasi berfokus pada kemampuan organisasi untuk 

mencapai tujuan dan sasarannya. Konsep efisiensi, yaitu jumlah input atau sumber 

yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output, 

sering dikaitkan dengan konsep efektivitas. 

Dikutip dari (Octovido et al., 2014) efektivitas menurut Djumhana 

merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan. Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi disini 

akan digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

target Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (141:2019) menyebutkan bahwa 

efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai efektivitasnya sebagai berikut : 
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Tabel 2. 1 Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

Diatas 100% 

100% 

90%-99% 

75%-89% 

Kurang dari 75% 

Sangat Efektif 

Efektif  

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi,(141:2019) 

2.7 Kontribusi 

Kontribusi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai 

sumbangan, sedangkan kontribusi didefinisikan dalam Kamus Ekonomi sebagai 

sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 

tertentu atau bersama. Dalam bahasa Inggris, kontribusi berarti keterlibatan, 

keikutsertaan, melibatkan diri, atau sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat 

berupa materi maupun tindakan; dengan melakukannya, seseorang telah berusaha 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya. 

Menurut Halim & Iqbal (2012) kontribusi digunakan untuk menentukan 

sejauh mana retribusi daerah memberikan korelasi dengan penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar 

kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dianggap efektif jika nilai 

kontribusinya sesuai dengan syarat-syarat berikut: 

Tabel 2. 2 Nilai Kontribusi 

Presentase Kriteria 

Diatas 50% 

40,10% - 50% 

30,10% - 40% 

20,10% - 30% 

10,10% - 20% 

0,00% - 10% 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Sedang 

Kurang  

Sangat Kurang 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

No. 
Judul Penelitian/Nama 

Peneliti/Tahun 

Metode yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

1. Sholiha & Bone (2022) 

“Analisis Kontribusi dan 

Efektivitas Pajak Hotel 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Samarinda.” 

Kuantitatif Berdasarkan hasil analisa data, 

diketahui bahwa kontribusi dari pajak 

hotel pada PAD Kota Samarinda selama 

5 (lima) tahun dalam kategori Sangat 

Kurang Berkontribusi. Dapat diamati 

pada rasio kontribusi dari pajak hotel 

pada PAD Kota Samarinda selama 

2016-2020 seluruhnya lebih kecil dari 

10% (≤10%). Berdasarkan pada hasil 

analisis trend yang telah diestimasi, 

dapat diketahui bahwa realisasi pajak 

hotel tahun 2021 dan 2022 di prediksi 

akan mengalami peningkatan, masing 

masing sebesar Rp.28.039.017.350 

pada 2021 dan sebesar 

Rp.28.313.527.550 pada 2022. 

Peningkatan realisasi pajak hotel juga 

diiringi dengan peningkatan rasio 

efektivitas pada tahun 2021 dan 2020, 

masing-masing di prediksi akan tumbuh 

sebesar 128,10% tahun 2021 dan 

133,61% pada 2022. Kecenderungan 

trend yang bergerak ke arah positif 

menandakan bahwa pajak hotel Kota 

Samarinda berpeluang mengalami 

peningkatan pada periode berikutnya. 

2. Jamain & Mahadi (2021) 

“Analisis Efektivitas Pajak dan 

Retribusi Daerah serta 

Kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Seram Bagian 

Barat.” 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian diketahui efektivitas 

Pendapatan Pajak Daerah pada Kab. 

Seram Bagian Barat Tahun 2015-2019 

secara umum menunjukkan hasil sangat 

efektif kecuali pada Tahun 2017 (tidak 

efektif). Efektivitas Retribusi Pajak 

Daerah Tahun 2015-2019 secara umum 

menunjukkan hasil tidak efektif kecuali 

Tahun 2016 (sangat efektif). Kontribusi 

Pajak Daerah terhadap PAD selama 

Tahun 2015 -2019 menunjukkan 

peningkatan tren dari sangat kurang 

pada Tahun 2015 menjadi sedang pada 

Tahun 2019. 

3. Mais & Yuniara (2020) 

“Efektivitas Penerimaan 

Retribusi Daerah dan 

Kontribusinya terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah di DKI Jakarta Periode 

2015-2019.” 

 Efektivitas penerimaan retribusi daerah 

di DKI Jakarta diatas 100 persen, 

sehingga dinyatakan sangat efektif. 

tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada 

tahun 2016 dengan memperoleh 104,05 

persen. sedangkan tingkat efektivitas 

terendah terjadi pada tahun 2019 

dengan memperoleh 82,74 persen. 
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No. 
Judul Penelitian/Nama 

Peneliti/Tahun 

Metode yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

Kontribusi penerimaan retribusi daerah 

di DKI jakarta diatas hanya mencapai 

1,43 persen, sehingga dinyatakan sangat 

kurang. tingkat kontribusi terendah 

terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,29 

persen, sedangkan tingkat kontribusi 

tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan 

memperoleh 1,83 persen. 

4. Putri (2019) “Kontribusi dan 

Efektivitas Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kabupaten 

Kutai Timur.” 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara kurang memberikan 

kontribusinya terhadap PAD daripada 

kontribusi Pajak Daerah yang diperoleh 

Kabupaten Kutai Timur yang sedang 

berkontribusi terhadap PAD. Kontribusi 

Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur 

memberikan kontribusi yang sedang 

terhadap PAD, hasil ini lebih baik 

daripada Kabupaten Kutai Kartanegara 

yang kurang berkontribusi terhadap 

PAD. Efektifitas Pajak Daerah terhadap 

PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara 

terlihat sangat efektif. Efektifitas Pajak 

Daerah terhadap PAD di Kabupaten 

Kutai Timur terlihat sangat efektif. 

Trend Linear dan Non Linear 

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 

di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 

Kabupaten Kutai Timur memiliki 

perhitungan prospek peramalan hasil 

yang meningkat di lima tahun yang akan 

datang. 

5. Safuridar et al. (2019) Analisis 

“Efektivitas dan Kontribusi 

Pajak serta Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli di 

Daerah Kabupaten Aceh 

Timur.” 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian diketahui tingkat 

efektivitas PAD di Kabupaten Aceh 

Timur dari perhitungan rata-rata 

diperoleh dari tahun 2008-2017 sebesar 

75,8% atau dalam kriteria kurang 

efektif. Hasil penelitian untuk 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

perhitungan rata-rata kontribusi pajak 

dari tahun 2008-2017 sebesar 14,9%. 

Hasil penelitian untuk kontribusi 

retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 

kontribusi retribusi dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2017 sebesar 

20,1%. 

6. Mintalangi & Lady (2019) 

“Analisis Kontribusi Pajak dan 

Retribusi Daerah Terhadap 

PAD di Kabupaten Kepulauan 

Talaud.” 

Kuantitatif Hasil Penelitian Kontribusi pajak 

daerah terhadap PAD pada pada tahun 

2016 dan 2018 dengan kriteria 

kontribusi sedang dan pada tahun 2017 

cukup baik. Kontribusi Retribusi 

Daerah terhadap PAD Kabupaten 

Kepulauan Talaud pada tahun 2016-

2018 pada tahun 2016 dengan kriteria 
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No. 
Judul Penelitian/Nama 

Peneliti/Tahun 

Metode yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

kontribusi cukup baik, tahun 2017 

sedang dan pada tahun 2018 sudah baik. 

Growth pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud tidak 

berhasil yaitu kurang dari 30%. 

Sumber: Hasil reviu dalam berbagai jurnal (2023) 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 

Sumber: Penulis (2023) 

 

 

 

 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Target Realisasi 

Efektivitas Kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan 

pendapatan yang diperoleh dari pungutan Pajak Daerah Kabupaten Tana 

Tidung, Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.   

3.1.2 Pajak Daerah 

Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang bersifat 

memaksa dan berdasarkan undang-undang.  

3.1.3 Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pungutan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai 

pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Tana Tidung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

3.1.4 Efektifitas  

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana 

Tidung merupakan hubungan antara keluaran (realisasi) dan tujuan (target). 

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat 
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menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan 

retribusi sesuai dengan yang ditargetkan.  

3.1.5 Kontribusi  

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana 

Tidung digunakan untuk menentukan sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Tana Tidung memberikan sumbangan/kontribusi dalam 

menaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.  

3.2 Jenis Penelitian 

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (7:2017) metode 

penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan, 

sistematis dan secara akurat. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kalimantan Utara tepatnya berada di 

daerah Kabupaten Tana Tidung. Data yang didapatkan juga berasal dari Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif 

dengan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sampai 2021.  
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Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

sekunder, data sekunder data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 yang 

bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Tana Tidung. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ada. Berikut merupakan teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian : 

1. Metode Analisis Deskriptif 

Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode 

penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif 

(Sugiyono 1:2017). Jenis analisis data deskriptif kualitatif ini sering digunakan 

untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan/situasi. 

2. Analisis Efektivitas 

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas 

pajak daerah dan retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi 

pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan target pendapatan pajak 

daerah dengan rumus sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ/𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ/𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  
𝑋 100% 

Kriteria nilai efektivitas yang digunakan dalam menilai efektivitas 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 1 Nilai Efektivitas 

Presentase Kriteria 

Diatas 100% 

100% 

90%-99% 

75%-89% 

Kurang dari 75% 

Sangat Efektif 

Efektif  

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (141:2019) 

3. Analisis Kontribusi 

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar peranan/kontribusi pajak daerah atau retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ/𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
𝑋 100% 

Kriteria nilai kontribusi yang digunakan dalam menilai kontribusi 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Nilai Kontribusi 

Presentase Kriteria 

Diatas 50% 

40,10% - 50% 

30,10% - 40% 

20,10% - 30% 

10,10% - 20% 

0,00% - 10% 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Sedang 

Kurang  

Sangat Kurang 

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum BPKAD 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

pada pasal 4 ayat 4 bagian (b) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah 

badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.  

4.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yang 

didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh dari Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung. Data 

yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Tahun 2017-2021. 

Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung 

No Tahun 
Target 

PAD 

Realisasi  

PAD 

1 2017 Rp46.293.059.365,93 Rp25.983.850.903,60 

2 2018 Rp28.510.000.000,00 Rp18.727.015.628,58 

3 2019 Rp25.299.708.493,53 Rp20.308.596.176,63 

4 2020 Rp25.920.364.265,73 Rp11.941.721.402,71 

5 2021 Rp54.112.924.196,00 Rp19.857.987.030,66 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023 
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Gambar 4. 1 Grafik Tren Pendapatan PAD 

Sumber: Hasil penelitian, 2023 

2. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung 

Tahun 2017-2021. 

Tabel 4. 2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung 

No Tahun 
Target 

Pajak Daerah 

Realisasi  

Pajak Daerah 

1 2017 Rp2.965.000.000,00 Rp6.230.005.338,30 

2 2018 Rp2.965.000.000,00 Rp2.770.234.099,70 

3 2019 Rp4.200.000.000,00 Rp3.618.913.387,04 

4 2020 Rp2.520.000.000,00 Rp3.440.103.869,12 

5 2021 Rp3.071.000.000,00 Rp3.767.579.642,80 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT (2023) 

 

Gambar 4. 2 Grafik Tren Pendapatan Pajak Daerah 

Sumber: Hasil penelitian, 2023 
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3. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana 

Tidung Tahun 2017-2021 

Tabel 4. 3 Rincian Retribusi  Daerah Kabupaten Tana Tidung 

No Tahun 
Target 

Retribusi Daerah 

Realisasi  

Retribusi Daerah 

1 2017 Rp745.000.000,00 Rp488.014.666,00 

2 2018 Rp745.000.000,00 Rp519.386.201,00 

3 2019 Rp538.225.000,00 Rp503.314.352,00 

4 2020 Rp499.300.000,00 Rp972.295.144,00 

5 2021 Rp536.000.000,00 Rp642.047.033,00 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023 

 

Gambar 4. 3 Grafik Pendapatan Retribusi Daerah 

Sumber: Hasil penelitian, 2023 

4.3 Hasil Penelitian 

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Kalimantan Utara, secara geografis Kabupaten Tana Tidung terletak di 

1160 42' 50'' – 1170 49' 50'' Bujur Timur dan 30 12'' 02'' – 30 46' 41'' Lintang Utara 

dan luas wilayah mencapai 4.058,70 km², secara administratif Kabupaten Tana 

Tidung terbagi menjadi 5 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 27.226 

jiwa pada tahun 2022. 
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Batas wilayah Kabupaten Tana Tidung dari sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Nunukan, sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, sebelah 

timur berbatasan dengan Selat Sulawesi, Kabupaten Bulunan dan Kota Tarakan, 

kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan. 

4.3.1 Analisis Efektivitas 

1. Pajak Daerah  

a. Pajak Hotel 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hotel Kabupaten Tana 

Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak hotel 

selama lima tahun memiliki rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 

2018 dengan hasil kurang efektif dan 2021 dengan hasil cukup efektif.  

Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hotel: 

Tabel 4. 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp40.000.000,00 Rp74.045.600,00 185,11% Sangat Efektif 

2018 Rp60.000.000,00 Rp46.500.800,00 77,50% Kurang Efektif 

2019 Rp100.000.000,00 Rp140.265.753,00 140,27% Sangat Efektif 

2020 Rp20.000.000,00 Rp40.155.362,50 200,78% Sangat Efektif 

2021 Rp90.000.000,00 Rp83.092.224,35 92,32% Cukup Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, 

pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% sehingga termasuk 

dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel 

mengalami penurunan menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria 

kurang efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel 
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mengalami kenaikan menjadi sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria 

sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan kembali 

dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

200,78% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai 

efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32% 

termasuk dalam kriteria efektif. 

b. Pajak Restoran 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak restoran Kabupaten 

Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak 

restoran selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Berikut 

merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak restoran: 

Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp950.000.000,00 Rp1.139.438.982,00 119,94% Sangat Efektif 

2018 Rp500.000.000,00 Rp888.326.125,60 177,67% Sangat Efektif 

2019 Rp900.000.000,00 Rp1.323.911.384,80 147,10% Sangat Efektif 

2020 Rp250.000.000,00 Rp1.260.616.254,60 504,25% Sangat Efektif 

2021 Rp701.000.000,00 Rp1.395.457.631,18 199,07% Sangat Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran 

diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas 

terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk 

dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami 

peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria sangat 

efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan 

menjadi sebesar 147,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada 
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tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan menjadi 

efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 504,25% 

dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali 

mengalami penurunan menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria 

sangat efektif.  

c. Pajak Hiburan  

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hiburan Kabupaten 

Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak 

hiburan selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Berikut 

merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hiburan: 

Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan  

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp0,00 Rp1.500.000,00 0,00% Sangat Efektif 

2018 Rp4.500.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif 

2019 Rp5.000.000,00 Rp880.000,00 17,60% Tidak Efektif 

2020 Rp5.000.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif 

2021 Rp5.000.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas, 

nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar 

17,60% dengan kriteria tidak efektif. Perhitungan untuk tahun 2017-2021 

kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria 

perhitungan efektivitas. 

d. Pajak Reklame  

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak reklame Kabupaten 

Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak 
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reklame selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Kecuali 

pada tahun 2017 dengan hasil kurang efektif dan tahun 2018 dengan hasil 

sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak 

reklame: 

Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp10.000.000,00 Rp8.631.250,00 86,31% Kurang Efektif 

2018 Rp10.000.000,00 Rp10.410.250,00 104,10% Sangat Efektif 

2019 Rp35.500.000,00 Rp8.447.790,62 23,80% Tidak Efektif 

2020 Rp35.500.000,00 Rp1.683.290,62 4,74% Tidak Efektif 

2021 Rp5.000.000,00 Rp2.646.300,87 52,93% Tidak Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun 

2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan kriteria kurang 

efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi 

nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10% 

dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas 

mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dengan kriteria tidak 

efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan 

kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya 

yaitu sebesar 4,74% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 

2021 efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar 

52,93% dengan kriteria tidak efektif. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak penerangan jalan 

Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas 
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pajak penerangan jalan selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat 

efektif kecuali di tahun 2019 dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan 

rincian perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan: 

Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan  

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp700.000.000,00 Rp986.397.486,20 140,91% Sangat Efektif 

2018 Rp150.000.000,00 Rp1.293.952.169,40 862,63% Sangat Efektif 

2019 Rp2.150.000.000,00 Rp1.413.269.102,00 65,73% Tidak Efektif 

2020 Rp1.600.000.000,00 Rp1.656.539.674,00 103,53% Sangat Efektif 

2021 Rp1.600.000.000,00 Rp1.842.288.869,00 115,14% Sangat Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan 

jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 

140,91% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas 

mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding 

tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat 

efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektifitas mengalami penurunan dan 

menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

65,73% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 

efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria 

sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena nilai target yang 

diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 

efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria 

sangat efektif. 
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f. Pajak Air Tanah  

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak air tanah Kabupaten 

Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak air 

tanah selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada 

tahun 2021 dengan hasil cukup efektif. Berikut merupakan rincian 

perhitungan efektivitas pajak air tanah: 

Tabel 4. 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp0,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif 

2018 Rp0,00 Rp286.604,00 0,00% Tidak Efektif 

2019 Rp4.500.000,00 Rp2.719.140,00 60,43% Tidak Efektif 

2020 Rp4.500.000,00 Rp2.382.720,00 52,95% Tidak Efektif 

2021 Rp4.000.000,00 Rp3.623.920,00 90,60% Cukup Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada 

tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan kriteria 

tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi 

sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 

efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,60% 

dengan kriteria cukup efektif. Perhitungan efektifitas untuk tahun 2017 

dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan 

efektivitas.  

g. Pajak Sarang Burung Walet  

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak sarang burung walet 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas 
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pajak sarang burung walet selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak 

efektif kecuali di tahun 2018 dan 2021 dengan hasil sangat efektif dan 

kurang efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak 

sarang burung walet: 

Tabel 4. 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp15.000.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif 

2018 Rp0,00 Rp11.000.000,00 0,00% Sangat Efektif 

2019 Rp195.000.000,00 Rp8.700.000,00 4,46% Tidak Efektif 

2020 Rp45.000.000,00 Rp8.100.000,00 18,00% Tidak Efektif 

2021 Rp10.000.000,00 Rp8.100.000,00 81,00% Kurang Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet 

diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria 

tidak efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi sebesar 

18,00% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang 

efektif dan menjadi efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi 

dibanding tahun lainnya. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 

2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan 

efektivitas.  

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan efektivitas pajak mineral 

bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika 

diamati nilai efektivitas pada pajak mineral bukan logam dan batuan 
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selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada 

tahun 2017 yang memiliki hasil cukup efektif, 2019 memiliki hasil kurang 

efektif dan 2021 memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian 

perhitungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan: 

Tabel 4. 11 Perhitungan Efektivitas Pajak MBLB 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp550.000.000,00 Rp521.386.516,60 94,80% Cukup Efektif 

2018 Rp100.000.000,00 Rp264.881.727,70 264,88% Sangat Efektif 

2019 Rp450.000.000,00 Rp377.487.654,62 83,89% 
Kurang 

Efektif 

2020 Rp200.000.000,00 Rp234.196.139,40 117,10% Sangat Efektif 

2021 Rp400.000.000,00 Rp98.010.694,40 24,50% Tidak Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan efektivitas pajak mineral 

bukan logam dan batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar 

94,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya 

yaitu sebesar 264,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada 

tahun 2019 nilai efektivitas pajak mengalami penurunan menjadi sebesar 

83,89% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria sangat 

efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan dan 

merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar 24,50% dengan 

kriteria tidak efektif.  

 

 



39 

 

 
 

i. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2)  

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-

2021, jika diamati nilai efektivitas pada pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan kota selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif 

kecuali pada tahun 2019 yang memiliki hasil cukup efektif, 2020 memiliki 

hasil kurang efektif dan di tahun 2021 memiliki hasil efektif. Berikut 

merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan: 

Tabel 4. 12 Perhitungan Efektivitas PBB P2 

Tahun 

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp700.000.000,00 Rp191.929.916,00 27,42% Tidak Efektif 

2018 Rp2.140.500.000,00 Rp187.593.623,00 8,76% Tidak Efektif 

2019 Rp300.000.000,00 Rp279.197.562,00 93,07% Cukup Efektif 

2020 Rp300.000.000,00 Rp231.930.428,00 77,31% Kurang Efektif 

2021 Rp236.000.000,00 Rp236.562.003,00 100,24% Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 

memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 

2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai 

efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 8,76% dengan 

kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan kriteria cukup 

efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai efektivitas menjadi 

sebesar 77,31% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 efektivitas 
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mengalami kenakan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu 

sebesar 100% dengan kriteria efektif. 

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

Berdasarkan hasil analisis efektivitas bea perolehan atas tanah 

dan bangunan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati 

nilai efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan selama lima tahun 

memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun dan 2021 yang 

memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan 

efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan: 

Tabel 4. 13 Perhitungan Efektivitas BPHTB 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp0,00 Rp3.306.675.587,50 0,00% Sangat Efektif 

2018 Rp0,00 Rp67.282.800,00 0,00% Sangat Efektif 

2019 Rp60.000.000,00 Rp64.035.000,00 106,73% Sangat Efektif 

2020 Rp60.000.000,00 Rp4.500.000,00 7,50% Tidak Efektif 

2021 Rp20.000.000,00 Rp97.798.000,00 488,99% Sangat Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Dilihat dari Tabel 4.13 Analisis Efektivitas Bea Perolehan Atas 

Tanah dan Bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki 

nilai efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 

2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif. 

Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai 

efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99% 

dengan kriteria sangat efektif. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 
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2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan 

efektivitas. 

2. Retribusi daerah 

a. Retribusi Jasa Umum 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa umum 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektifitas dari retribusi jasa 

umum memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali di tahun 2020 dengan 

hasil cukup efektif dan 2021 dengan hasil kurang efektif. Berikut 

merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa umum: 

Tabel 4. 14 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp205.000.000,00 Rp210.713.900,00 102,79% Sangat Efektif 

2018 Rp205.000.000,00 Rp271.524.500,00 132,45% Sangat Efektif 

2019 Rp240.525.000,00 Rp281.230.500,00 116,92% Sangat Efektif 

2020 Rp317.300.000,00 Rp305.267.500,00 96,21% Cukup Efektif 

2021 Rp294.300.000,00 Rp251.366.500,00 85,41% Kurang Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 analisis efektivitas retribusi jasa umum 

diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki 

peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum, 

efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan 

kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum 

efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi 

dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk 

dalam kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas 

mengalami penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat 
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efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi 

sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 nilai 

efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 85,41% dengan 

kriteria kurang efektif.  

b. Retribusi Jasa Usaha 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa usaha 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektivitas dari retribusi jasa 

usaha memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 2019 

dengan hasil efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas 

retribusi jasa usaha: 

Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp30.000.000,00  Rp48.366.000,00  161,22% Sangat Efektif 

2018 Rp30.000.000,00  Rp128.364.000,00  427,88% Sangat Efektif 

2019 Rp115.700.000,00  Rp115.751.000,00  100,04% Efektif 

2020 Rp90.000.000,00  Rp112.210.000,00  124,68% Sangat Efektif 

2021 Rp181.700.000,00  Rp353.205.600,00  194,39% Sangat Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan efektivitas retribusi jasa 

usaha diatas, pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan 

kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami 

peningkatan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun 

lainnya yaitu sebesar 427,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian 

pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan 

nilai efektifitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04% 

dengan kriteria efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan 
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menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 

nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 194,39% 

dengan kriteria sangat efektif. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi perizinan tertentu 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai efektivitas retribusi 

daerah memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada tahun 2020 yang 

memiliki hasil sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan 

efektivitas retribusi perizinan tertentu: 

Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu 

Tahun  

Anggaran 
Target Realisasi % 

Kriteria  

Efektivitas 

2017 Rp510.000.000,00 Rp228.934.766,00 44,89% Tidak Efektif 

2018 Rp510.000.000,00 Rp119.497.701,00 23,43% Tidak Efektif 

2019 Rp182.000.000,00 Rp106.332.852,00 58,42% Tidak Efektif 

2020 Rp92.000.000,00 Rp554.817.644,00 603,06% Sangat Efektif 

2021 Rp60.000.000,00 Rp37.474.933,00 62,46% Tidak Efektif 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.16 perhitungan efektivitas retribusi perizinan 

tertentu pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan kriteria 

tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan 

menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi 

dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu mengalami 

penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami 

kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif, naiknya 

efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun tahun ini 

lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai 
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efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas 

tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan kriteria 

sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang 

dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi 

dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada 

tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 

62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi 

karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak 

pandemi Covid-19. 

4.3.2 Analisis Kontribusi  

1. Pajak Daerah 

a. Pajak Hotel  

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hotel 

terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. 

Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD: 

Tabel 4. 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel  

Tahun  Target PAD 
Realisasi  

Pajak Hotel 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp74.045.600,00 0,28% Sanagat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp46.500.800,00 0,25% Sanagat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp140.265.753,00 0,69% Sanagat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp40.155.362,50 0,34% Sanagat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp83.092.224,35 0,42% Sanagat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.17 kontribusi pajak hotel terhadap PAD 

diatas, nilai kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 0,28%, pada 

tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan dan merupakan nilai 

kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,25%, 

kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan 

merupakan nilai kontribusi pajak hotel tertinggi dibanding tahun lainnya 

yaitu sebesar 0,69%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami 

penurunan menjadi sebesar 0,34%, pada tahun 2021 nilai kontribusi 

kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,42%. Rendahnya 

kontribusi dari pajak hotel ini disebabkan karena tingginya realisasi dari 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel. 

b. Pajak Restoran  

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap 

PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, nilai kontribusi 

memiliki hasil rata-rata sangat kurang kecuali pada tahun 2020 yang 

memiliki hasil kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi 

pajak restoran terhadap PAD: 

Tabel 4. 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran  

Tahun  
Realisasi 

 PAD 

Realisasi 

 Pajak Restoran 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp1.139.438.982,00 4,39% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp888.326.125,60 4,74% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp1.323.911.384,80 6,52% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp1.260.616.254,60 10,56% Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp1.395.457.631,18 7,03% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.18 perhitungan kontribusi pajak restoran 

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak restoran tahun 2017 

merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya sebesar 

4,34%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi 

4,74%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami 

peningkatan menjadi 6,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami 

peningkatan kembali dan merupakan nilai kontribusi pajak restoran 

tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 10,56%, pada tahun 2021 

nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,03%. Rendahnya 

kontribusi dari pajak restoran ini disebabkan karena tingginya realisasi dari 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak restoran. 

c. Pajak Hiburan 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD 

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hiburan 

memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian 

perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD: 

Tabel 4. 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan  

Tahun  
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak Hiburan 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp1.500.000,00 0,01% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp880.000,00 0,00% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.19 perhitungan kontribusi pajak hiburan 

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai 
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kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,01% dan nilai 

kontribusi pajak hiburan tahun 2019 merupakan nilai kontribusi terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,00%. Rendahnya kontribusi dari 

pajak hiburan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan 

asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan. Realisasi pajak 

hiburan tergantung pada momen, contohnya pada tahun 2017, realisasi 

pajak hiburan tinggi dikarenakan adanya Festival Budaya Irau Kabupaten 

Tana Tidung, festival seperti ini biasanya tidak dilaksanakan setiap tahun 

tetapi hanya setiap 2-3 tahun sekali. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 

2018-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak kriteria 

perhitungan kontribusi. 

d. Pajak Reklame 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak reklame terhadap 

PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak 

reklame memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian 

perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD: 

Tabel 4. 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame  

Tahun  
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak Reklame 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp8.631.250,00 0,03% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp10.410.250,00 0,06% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp8.447.790,62 0,04% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp1.683.290,62 0,01% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp2.646.300,87 0,01% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.20 perhitungan kontribusi pajak reklame 

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak reklame pada tahun 2017 
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sebesar 0,03%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan menjadi nilai 

kontribusi pajak reklame tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

0,06%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan 

menjadi sebesar 0,04%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali 

mengalami penurunan menjadi 0,01%, pada tahun 2021 nilai kontribusi 

tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetap sebesar 0,01%, pada 

tahun 2020 dan 2021 merupakan nilai kontribusi pajak reklame terendah 

dibanding tahun lainnya. Rendahnya kontribusi dari pajak reklame ini 

disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan realisasi pajak reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak penerangan jalan 

terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai 

kontribusi pajak penerangan jalan memiliki hasil rata-rata sangat kurang 

kecuali pada tahun 2020 yang memiliki hasil kurang. Berikut merupakan 

rincian perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD: 

Tabel 4. 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan  

Tahun  
Realisasi  

PAD 

Realisasi Pajak  

Penerangan Jalan 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp986.397.486,20 3,80% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp1.293.952.169,40 6,91% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp1.413.269.102,00 6,96% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp1.656.539.674,00 13,87% Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp1.842.288.869,00 9,28% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4. 21 perhitungan pajak penerangan jalan 

terhadap PAD diatas, pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak penerangan 
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jalan pada tahun ini merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun 

lainnya yaitu sebesar 3,80%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami 

kenaikan menjadi sebesar 6,91%, kemudian pada tahun 2019 nilai 

kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 6,96%, pada tahun 2020 

nilai kontribusi mengalami kenaikan dan pada tahun ini merupakan nilai 

kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi dibanding tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 13,87%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami 

penurunan menjadi 9,28%. Rendahnya kontribusi dari pajak penerangan 

jalan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan. 

f. Pajak Air Tanah 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak air tanah terhadap 

PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak 

air tanah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan 

rincian perhitungan kontribusi pajak air tanah terhadap PAD: 

Tabel 4. 22 Kontribusi Perhitungan Air Tanah  

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak Air Tanah 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp286.604,00 0,00% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp2.719.140,00 0,01% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp2.382.720,00 0,02% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp3.623.920,00 0,02% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.22 perhitungan kontribusi pajak air tanah 

terhadap PAD diatas, pada tahun 2018 merupakan nilai kontribusi 

terendah dibanding tahun lainnya yaitu 0,00%, pada tahun 2019 nilai 
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kontribusi mengalami kenaikan menjadi 0,01%, kemudian pada tahun 

2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 0,02%, pada 

tahun 2021 nilai kontribusi tidak mengalami penurunan maupun 

penurunan nilai kontribusi sama dengan tahun 2020 yaitu 0,02%. 

Rendahnya kontribusi dari pajak air tanah ini disebabkan karena tingginya 

realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak 

air tanah. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak dapat dihitung 

karena tidak kriteria perhitungan kontribusi. 

g. Pajak Sarang Burung Walet 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak sarang burung walet 

terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai 

kontribusi pajak sarang burung walet memiliki hasil rata-rata sangat 

kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak sarang 

burung walet terhadap PAD:  

Tabel 4. 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet  

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak Sarang  

Burung Walet 

% 
Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp11.000.000,00 0,06% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp8.700.000,00 0,04% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp8.100.000,00 0,07% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp8.100.000,00 0,04% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.23 perhitungan kontribusi pajak sarang 

burung walet terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2018 

memiliki hasil sebesar 0,06% pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami 
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penurunan menjadi 0,04%, kemudian pada tahun 2020 nilai kontribusi 

mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi pajak sarang burung 

walet tertinggi yaitu sebesar 0,07%, pada tahun 2021 nilai kontribusi 

kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,04%. Rendahnya 

kontribusi dari pajak sarang burung walet ini disebabkan karena tingginya 

realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak 

sarang burung walet. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak 

dapat dihitung karena tidak kriteria perhitungan kontribusi. 

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak mineral bukan logam 

dan batuan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, 

nilai kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hasil rata-

rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi 

pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD:  

Tabel 4. 24 Perhitungan Kontribusi Pajak MBLB  

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak MBLB 
% Kriteria Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp521.386.516,60 2,01% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp264.881.727,70 1,41% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp377.487.654,62 1,86% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp234.196.139,40 1,96% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp98.010.694,40 0,49% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 2.24 perhitungan kontribusi pajak mineral 

bukan logam dan batuan terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak pada 

tahun 2017 merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya 
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yaitu sebesar 2,01%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami 

penurunan menjadi sebesar 1,41%, kemudian pada tahun 2019 nilai 

kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,86%, pada tahun 2020 nilai 

kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 1,96%, pada tahun 2021 

nilai kontribusi mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi pajak 

mineral bukan logam dan batuan terendah yaitu menjadi sebesar 0,49%. 

Rendahnya kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini 

disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan. 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 

2017-2021, nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan 

rincian perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan terhadap PAD: 

Tabel 4. 25 Perhitungan Kontribusi PBB P2 

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak PBB P2 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp191.929.916,00 0,74% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp187.593.623,00 1,00% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp279.197.562,00 1,37% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp231.930.428,00 1,94% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp236.562.003,00 1,19% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 2.25 perhitungan kontribusi pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 
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merupakan nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,74%, pada 

tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,00%, 

kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan 

menjadi 1,37%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan 

merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

1,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan 

menjadi 1,19%. Rendahnya kontribusi dari pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan. 

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

Berdasarkan hasil analisis kontribusi bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, 

nilai kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki hasil 

rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD: 

Tabel 4. 26 Perhitungan Kontribusi BPHTB 

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Pajak BPHTB 
% 

Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp3.306.675.587,50 12,73% Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp67.282.800,00 0,36% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp64.035.000,00 0,32% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp4.500.000,00 0,04% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp97.798.000,00 0,49% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 
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Berdasarkan tabel 2.26 perhitungan kontribusi bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 

merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

12,73%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 

0,36, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 

0,32%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami penurunan dan 

merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

0,04%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 0,49%. Rendahnya kontribusi dari bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan 

asli daerah dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas tanah dan 

bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017 

merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena 

pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak 

seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja.  

2. Retribusi Daerah 

a. Retribusi Jasa Umum 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa umum 

terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai 

kontribusi retribusi jasa umum memiliki hasil sangat kurang. Berikut 

merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa umum terhadap 

PAD: 
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Tabel 4. 27 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum  

Tahun 
Realisasi 

PAD 

Realisasi  

Retribusi Jasa  

Umum 

% 
Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60  Rp210.713.900,00 0,81% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58  Rp271.524.500,00 1,45% Sangat Kurang 

2019  Rp20.308.596.176,63  Rp281.230.500,00 1,38% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71  Rp305.267.500,00 2,56% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66  Rp251.366.500,00 1,27% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.27 perhitungan kontribusi retribusi jasa 

usaha diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi 

retribusi jasa umum terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,81%, 

pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi sebesar 

1,45%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan 

menjadi sebesar 1,38%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali 

mengalami kenaikan dan merupakan nilai kontribusi retribusi jasa umum 

tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 2,56%, pada tahun 2021 

nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 1,27%. 

Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa umum bukan logam dan batuan 

ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa umum. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa usaha terhadap 

PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi retribusi 

jasa usaha memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan 

rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD: 
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Tabel 4. 28 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Usaha  

Tahun 
Realisasi  

PAD 

Realisasi  

Retribusi Jasa  

Usaha 

% 
Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp48.366.000,00 0,19% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp128.364.000,00 0,69% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp115.751.000,00 0,57% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp112.210.000,00 0,94% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp353.205.600,00 1,78% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.28 perhitungan kontribusi jasa usaha 

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai 

kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%, pada 

tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,69%, 

kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 

sebesar 0,57%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami 

kenaikan menjadi 0,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami 

kenaikan lagi dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan tahun 

lainnya yaitu sebesar 1,78%. Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa 

usaha ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa usaha. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi perizinan tertentu 

terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai 

kontribusi retribusi perizinan tertentu memiliki hasil rata-rata sangat 

kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi 

perizinan tertentu terhadap PAD: 
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Tabel 4. 29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu 

Tahun 
Realisasi 

PAD 

Realisasi  

Retribusi Perizinan 

Tertentu 

% 
Kriteria  

Kontribusi 

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp228.934.766,00 0,88% Sangat Kurang 

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp119.497.701,00 0,64% Sangat Kurang 

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp106.332.852,00 0,52% Sangat Kurang 

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp554.817.644,00 4,65% Sangat Kurang 

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp37.474.933,00 0,19% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2023 

Berdasarkan tabel 4.29 perhitungan kontribusi retribusi perizinan 

tertentu diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 memiliki hasil sebesar 

0,88%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi 

0,64%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami 

penurunan menjadi sebesar 0,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi 

mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan 

tahun lainnya yaitu sebesar 4,65%, pada tahun 2021 nilai kontribusi 

kembali mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%. Rendahnya kontribusi dari 

retribusi perizinan tertentu ini disebabkan karena tingginya realisasi dari 

pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi retribusi perizinan 

tertentu. 
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4.4 Pembahasan  

4.4.1 Efektivitas  

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan 

efektivitas dari jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung: 

a. Pajak Hotel 

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas, 

pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% dengan kriteria sangat 

efektif, tingginya hasil efektivitas disebabkan oleh tingginya realisasi 

pajak hotel, pada tahun ini terjadi pemindahan lahan sawit sehingga 

terjadinya kunjungan yang mengharuskan beberapa pekerja untuk 

menginap. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan 

menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria kurang efektif, 

penurunan efektivitas disebabkan oleh penurunan realisasi pajak hotel dan 

target yang dianggarkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian 

pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria sangat efektif, kenaikan 

efektivitas disebabkan karena tingginya realisasi pajak hotel dan pada 

tahun ini diadakan Festival Budaya Irau. Pada tahun 2020 efektivitas 

mengalami kenaikan kembali dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding 

tahun lainnya yaitu sebesar 200,78% termasuk dalam kriteria sangat 

efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan karena target yang dianggarkan 

lebih rendah dari pada tahun sebelumnya dan realisasi dari pajak hotel 
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pada tahun ini juga mengalami penurunan, penurunan target dan realisasi 

ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 yang membuat 

pemerintah menurunkan target pajak hotel. pada tahun 2021 nilai 

efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32% 

termasuk dalam kriteria efektif, penurunan efektivitas disebabkan karena 

target pajak hotel yang lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak hotel, jika 

dilihat dari tabel nilai realisasi pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding 

tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena beberapa hotel/Penginapan 

telah mengalihkan fokus mereka dari wisatawan Nasional ke wisatawan 

lokal untuk orang-orang yang membutuhkan akomodasi sementara selama 

pandemi covid-19. Hal ini dapat menciptakan tingkat hunian yang lebih 

tinggi untuk hotel lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak 

yang diperoleh dari hotel tersebut.  

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas 

pajak hotel dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hotel dan dapat juga 

disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah 

lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap 

tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hotel mencapai 

Rp74.045.600,00 tingginya realisasi pajak hotel pada tahun ini dapat juga 

dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan 

pajak hotel seperti pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat 

menyebabkan tingginya realisasi pajak hotel, pada tahun 2018 realisasi 
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pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar Rp46.500.800,00 

penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena turunnya 

realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel, pada 

tahun 2019 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp140.265.753,00 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi 

karena naiknya realisasi dari pajak restoran dan pajak hiburan dan 

bangunan sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak hotel, pada tahun 

2020 realisasi pajak hotel kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 

Rp40.155.362,50 penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi 

karena turunnya realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel, 

pada tahun 2021 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp83.092.224,35 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi 

karena naiknya realisasi dari pajak restoran sehingga menyebabkan 

naiknya realisasi pajak hotel. 

b. Pajak Restoran 

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran 

diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas 

terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk 

dalam kriteria sangat efektif, jika dilihat dari tabel nilai realisasi pajak 

restoran merupakan realisasi yang tinggi. Pada tahun 2018 efektivitas 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria 
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sangat efektif, realisasi dari pajak restoran pada tahun ini mengalami 

penurunan, naiknya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target 

yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemudian 

pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan menjadi 

sebesar 147,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, penurunan 

nilai efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan dinaikan 

kembali akan tetapi realisasi pajak restoran pada tahun ini mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan 

dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

504,25% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini 

disebabkan karena target yang dianggarkan lebih kecil dari pada tahun 

lainnya, penurunan target ini disebabkan karena adanya pandemi covid-

19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan 

menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria sangat efektif, 

penurunan nilai efektivitas ini dikarenakan nilai target yang kembali 

dinaikkan sementara realisasi pajak restoran tetap sama.   

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas 

pajak restoran dapat dipengaruhi dari realisasi pajak restoran dan dapat 

juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak 

daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari 

setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak restoran mencapai 

Rp1.139.438.982,00 tingginya realisasi pajak restoran pada tahun ini dapat 

juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan 
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pajak restoran seperti pajak pajak hotel, pajak hiburan dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi 

dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak restoran, pada tahun 

2018 nilai realisasi pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar 

Rp888.326.125,60 penurunan realisasi pajak restoran dapat juga 

dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak hiburan dan 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan 

turunnya realisasi pajak restoran, pada tahun 2019 realisasi pajak restoran 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.323.911.384,80 naiknya 

realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi 

dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan tingginya 

realisasi pajak restoran, pada tahun 2020 realisasi pajak restoran kembali 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.260.616.254,60 penurunan 

realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi 

dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan turunnya 

realisasi pajak restoran, pada tahun 2021 realisasi dari pajak restoran 

kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.395.457.631,18 

naiknya realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya 

realisasi dari pajak hotel dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak restoran. 

c. Pajak Hiburan  

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas, 

nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar 
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17,60% dengan kriteria tidak efektif, pada tahun ini diadakan pameran, 

pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. Perhitungan 

untuk tahun 2017-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak 

memenuhi kriteria perhitungan efektivitas. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak hiburan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hiburan dan dapat juga 

disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah 

lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap 

tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan mencapai 

Rp1.500.000,00 tingginya realisasi pajak hiburan pada tahun ini dapat juga 

dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan 

pajak hiburan seperti pajak pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki 

realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak 

hiburan, pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan mengalami penurunan 

menjadi sebesar Rp880.000,00 turunnya realisasi pajak hiburan pada tahun 

ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya realisasi dari pajak reklame dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini mengalami 

penurunan dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak hiburan, pada 

tahun 2018, 2020 dan 2021 realisasi pajak hiburan sebesar Rp0,00 karena 

pada tahun ini tidak dilaksanakan acara yang dapat dikenakan pajak 

hiburan. 
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d. Pajak Reklame 

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun 

2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan kriteria kurang 

efektif, pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi 

nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10% 

dengan kriteria sangat efektif, kenaikan ini disebabkan karena realisasi 

mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan. Kemudian pada tahun 2019 

nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dan 

termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target 

yang dianggarkan pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami 

penurunan kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun 

lainnya yaitu sebesar 4,74% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini 

terjadi karena nilai target yang terlalu tinggi dan realisasi pajak reklame 

yang mengalami penurunan. Pada tahun 2021 efektivitas pajak reklame 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 52,93% dengan kriteria tidak efektif, 

kenaikan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan diturunkan 

serta realisasi yang mengalami kenaikan, naiknya realisasi pada tahun 

2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena dilakukannya pemutakhiran 

data dan terdapat objek pajak baru sehingga ketetapan bertambah yang 

menjadi dasar naiknya realisasi pajak reklame. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas 

pajak reklame dapat dipengaruhi dari realisasi pajak reklame dan dapat 
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juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak 

daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari 

setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak reklame mencapai 

Rp8.631.250,00 tingginya realisasi pajak reklame pada tahun ini dapat 

juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan 

pajak reklame seperti pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat 

menyebabkan tingginya realisasi pajak reklame, pada tahun 2018 realisasi 

pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp10.410.250,00, 

pada tahun 2019 realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi 

sebesar Rp8.447.790,62, pada tahun 2020 realisasi pajak reklame kembali 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.683.290,62 turunnya realisasi 

pajak reklame dapat juga disebabkan oleh pajak hotel, pajak restoran dan 

pajak hiburan yang mengalami penurunan realisasi dan menyebabkan 

realisasi pajak reklame menurun, pada tahun 2021 realisasi pajak reklame 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.646.300,87. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan 

jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar 

140,91% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak penerangan jalan 

pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2018, hal ini disebabkan 

karena realisasi pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 efektivitas 

mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding 
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tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat 

efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan oleh realisasi yang meningkat 

dan target yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. 

Kemudian pada tahun 2019 efektifitas mengalami penurunan dan menjadi 

nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 65,73% 

dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, realisasi pajak penerangan jalan 

pada tahun ini mengalami kenaikan akan tetapi penurunan efektivitas 

terjadi karena target yang dianggarkan lebih besar dibanding tahun 

sebelumnya, peningkatan target ini dilakukan berdasarkan berdasarkan 

hasil identifikasi objek pajak pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 

efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria 

sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena nilai target yang 

diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 

efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria 

sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena realisasi pajak 

mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 

2017-2021 terjadi karena adanya penambahan objek pajak baru pada PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak penerangan jalan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak penerangan 

jalan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari 

jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan 

pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak 
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penerangan jalan mencapai Rp986.397.486,20 tingginya realisasi pajak 

penerangan jalan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya 

realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan seperti 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki 

realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak 

penerangan jalan, pada tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.293.952.169,40 naiknya 

realisasi pajak penerangan jalan ini dapat juga dipengaruhi karena naiknya 

realisasi dari pajak bumi dan bangunan sehingga naiknya realisasi pajak 

penerangan jalan, pada tahun 2019 realisasi pajak penerangan jalan 

mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.413.269.102,00 naiknya 

realisasi pajak penerangan jalan dapat juga disebabkan karena pajak bumi 

dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga 

realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun 2020 

realisasi dari pajak penerangan jalan kembali mengalami kenaikan 

menjadi Rp1.656.539.674,00 naiknya realisasi penerangan jalan dapat 

juga dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

sehingga realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun 

2021 realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi 

sebesar Rp1.842.288.869,00 naiknya realisasi pajak penerangan jalan ini 

dapat disebabkan karena disebabkan karena pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga realisasi pajak 

penerangan jalan mengalami kenaikan. 
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f. Pajak Air Tanah 

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada 

tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan kriteria 

tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi 

sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini 

terjadi karena realisasi dari pajak air tanah mengalami penurunan. Pada 

tahun 2021 efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 90,60% dengan kriteria cukup efektif, kenaikan efektivitas ini 

terjadi karena pemutakhiran data dan terdapat objek pajak baru sehingga 

realisasi dari pajak air tanah mengalami kenaikan. Perhitungan efektifitas 

untuk tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi 

kriteria perhitungan efektivitas. Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 

tidak dapat dihitung dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak 

air tanah tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data 

(database) dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan 

pajak air tanah. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak air tanah dapat dipengaruhi dari realisasi pajak air tanah dan dapat 

juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak 

daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari 

setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak air tanah hanya sebesar 

Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini pajak air tanah belum dipungut 

oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi pajak air tanah mengalami 
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kenaikan tetapi hanya sebesar Rp286.604,00, pada tahun 2019 realisasi 

pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.719.140,00 

naiknya realisasi pajak air tanah ini dapat dipengaruhi oleh naiknya 

realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah seperti pajak 

mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami kenaikan 

realisasi dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah, pada 

tahun 2020 realisasi pajak air tanah mengalami penurunan realisasi 

menjadi sebesar Rp2.382.720,00 turunya realisasi pajak air tanah ini dapat 

dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak 

mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami penurunan 

realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak air tanah, pada 

tahun 2021 realisasi pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp3.623.920,00 naiknya realisasi pajak air tanah dapat juga disebabkan 

karena tingginya realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang 

pada tahun ini dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah.  

g. Pajak Sarang Burung Walet 

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet 

diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria 

tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang 

dianggarkan untuk pajak sarang burung walet sangat besar dibanding 

tahun lainnya. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi 

sebesar 18,00% dengan kriteria tidak efektif, kenaikan efektivitas ini 
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terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dibanding 

tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang efektif dan menjadi 

efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi dibanding tahun lainnya, 

kenaikan ini terjadi karena pemerintah kembali menurunkan target untuk 

pajak sarang burung walet, turunnya target pajak sarang burung walet 

dilakukan karena masih sangat rendahnya kesadaran peternak walet 

terhadap kewajibannya perpajakannya dan sulitnya pengawasan terhadap 

peternak walet. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak 

dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas. 

Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung 

dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak sarang burung walet 

tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data (database) 

dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan pajak 

sarang burung walet. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak sarang burung walet dapat dipengaruhi dari realisasi pajak sarang 

burung walet dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya 

realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut 

merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi 

pajak air tanah hanya sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini 

pajak air tanah belum dipungut oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi 

pajak sarang burung walet mencapai Rp11.000.000,00 tingginya realisasi 
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pajak sarang burung walet pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh 

tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak sarang burung 

walet seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun 

ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya 

realisasi pajak sarang burung walet. 

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Berdasarkan tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral 

Bukan Logam Dan Batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar 

94,80% dengan kriteria cukup efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini 

disebabkan karena target pajak yang tinggi. Pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya 

yaitu sebesar 264,88% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas 

disebabkan karena target pajak yang diturunkan akan tetapi nilai realisasi 

mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak 

mengalami penurunan menjadi sebesar 83,89% dengan kriteria kurang 

efektif, penurunan ini terjadi karena realisasi pajak kembali dinaikkan, 

akan tetapi nilai dari realisasi mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai 

efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria 

sangat efektif, kenaikan efektifitas ini terjadi karena realisasi pajak 

kembali diturunkan. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami 

penurunan dan merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar 

24,50% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target 

pajak dinaikkan sementara itu realisasi pajak mengalami penurunan, 
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penurunan realisasi ini terjadi karena pajak mineral bukan logam dan 

batuan juga sangat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan 

pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi yang pada tahun 

2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan Transaksi jual beli 

mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada realisasi pajak 

menurun.  

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dipengaruhi dari realisasi 

pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat juga disebabkan karena 

naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling 

berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada 

tahun 2017 realisasi pajak pajak mineral bukan logam dan batuan 

mencapai Rp521.386.516,60 tingginya realisasi pajak mineral bukan 

logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya 

realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan 

batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada 

tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya 

realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, pada tahun 2018 realisasi 

pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan akan tetapi 

realisasi pajak tetap tinggi yaitu sebesar Rp264.881.727,70, pada tahun 

2019 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan 

menjadi sebesar Rp377.487.654,62 kenaikan realisasi pajak mineral bukan 

logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh naiknya 
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realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan 

batuan seperti pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat 

menyebabkan tingginya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pada tahun 2020 realisasi pajak pajak mineral bukan logam dan batuan 

mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar Rp234.196.139,40 

penurunan realisasi ini dapat juga dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari 

pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah dan pajak mineral bukan 

logam dan batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan pada tahun ini mengalami penurunan realisasi dan dapat 

menyebabkan turunnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pada tahun 2021 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp98.010.694,40. 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 

memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya 

nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih 

besar dibanding realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan 

merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

8,76% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini 

disebabkan karena target yang dinaikkan sementara realisasi mengalami 
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penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami 

kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan kriteria cukup efektif, naiknya 

efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih kecil 

dari tahun sebelumnya dan pada tahun ini realisasi dari pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan yang disebabkan 

karena bertambahnya objek pajak baru. Pada tahun 2020 mengalami 

penurunan nilai efektivitas menjadi sebesar 77,31% dengan kriteria cukup 

efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan yang disebabkan 

karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami 

kenakan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100% 

dengan kriteria efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan 

karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih rendah dibanding 

tahun sebelumnya, penurunan target ini diturunkan berdasarkan hasil 

identifikasi objek pajak pada tahun. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat dipengaruhi dari 

realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan dapat juga 

disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah 

lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap 

tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan 

dan perkotaan mencapai Rp191.929.916,00 tingginya realisasi pajak bumi 
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dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini dapat juga 

dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan 

pajak pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seperti pajak 

penerangan jalan dan pajak sarang burung walet pada tahun ini memiliki 

realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pada  tahun 2018 realisasi 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan 

menjadi sebesar Rp187.593.623,00, pada tahun 2019 realisasi pajak bumi 

dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan menjadi 

Rp279.197.562,00 kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah 

lain seperti pajak penerangang jalan yang mengalami kenaikan realisasi 

dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2020 realisasi pajak bumi dan 

bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp231.930.428,00 

penurunan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain yang 

berkaitan seperti pajak sarang burung walet yang mengalami penurunan 

realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi dari pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2021 realisasi pajak bumi 

dan bangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp236.562.003,00 

kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain seperti pajak 

sarang burung walet yang mengalami penurunan dan dapat menyebabkan 

turunya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.   
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j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Dilihat dari tabel 4.13 analisis efektivitas bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki nilai 

efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 

2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif, 

penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi dari bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 

2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai efektivitas tertinggi 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99% dengan kriteria sangat 

efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena realisasi pada 

tahun ini mengalami kenaikan dan target yang dianggarkan mengalami 

penurunan, target diturunkan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak 

pada tahun sebelumnya. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas 

tanah dan bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada 

tahun 2017 merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini 

terjadi karena pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya 

pemungutan pajak seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-

tahun tertentu saja. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak 

dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas. 

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dipengaruhi dari realisasi 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan dapat juga disebabkan 
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karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang 

saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: 

pada tahun 2017 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

mencapai Rp3.306.675.587,50 tingginya realisasi bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya 

realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan seperti pajak penerangan jalan dan pajak sarang 

burung walet pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat 

menyebabkan tingginya realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan, 

pada tahun 2018 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp67.282.800,00 penurunan 

realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga 

dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak daerah lain yang berkaitan 

seperti pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami penurunan realisasi 

dan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, pada tahun 2019 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp64.035.000,00, pada 

tahun 2020 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4.500.000,00 penurunan 

realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga 

dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak restoran dan 

pajak hiburan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan, pada tahun 2021 realisasi bea perolehan hak atas 
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tanah dan bangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar 

Rp97.798.000,00 kenaikan realisasi dapat juga dipengaruhi oleh naiknya 

realisasi dari pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat menyebabkan 

naiknya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis pajak 

daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-

rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 pajak daerah memiliki rata-rata nilai 

efektivitas sebesar 65,45% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 pajak 

daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 149,55% dengan kriteria 

sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 

74,31% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 pajak daerah memiliki 

rata-rata nilai efektivitas sebesar 108,62% dengan kriteria sangat efektif. Pada 

tahun 2021 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 124,48% 

dengan kriteria sangat efektif. 

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun pajak daerah 

diatas, efektifitas pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata 

sangat efektif. Hasil efektivitas pajak daerah yang sangat efektif ini sejalan 

dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini berfokus 

pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan 

arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat 

akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding 

membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah 

melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Tercapainya 
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target pajak daerah menunjukan bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya 

dalam membayar pajak daerah, sehingga pendapatan pajak daerah yang telah 

ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian 

terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota 

Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian lainnya adalah 

Jamain & Mahadi (2021) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas pajak 

daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten 

Seram bagian Barat dengan hasil efektivitas pajak daerah sangat efektif. 

2. Retribusi Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan efektivitas 

dari jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung: 

a. Retribusi Jasa Umum 

Berdasarkan tabel 4.14 Analisis Efektivitas Retribusi Jasa Umum 

diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki 

peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum, 

efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan 

kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum 

efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi 

dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk 

dalam kriteria sangat efektif, peningkatan efektivitas ini terjadi karena 

realisasi dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan 
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persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan pasar mengalami 

peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas mengalami 

penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat efektif, 

penurunan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan lebih 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi realisasi dari retribusi 

pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami 

penurunan menjadi sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif, 

penurunan ini terjadi karena tingginya target yang dianggarkan dan 

realisasi retribusi jasa umum tidak mencapai target tersebut akan tetapi 

realisasi retribusi jasa umum pada tahun ini mengalami peningkatan, pada 

tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 

sebesar 85,41% dengan kriteria kurang efektif, penurunan efektivitas ini 

terjadi karena realisasi retribusi mengalami penurunan yang disebabkan 

oleh virus Covid-19.  

b. Retribusi Jasa Usaha 

Berdasarkan Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa 

Usaha diatas, pada tahun 2017 realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan 

memiliki peranan besar dalam menaikan efektivitas retribusi jasa usaha, 

pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan kriteria sangat 

efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami peningkatan dan 

merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 

427,88% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas pada tahun ini 
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disebabkan karena realisasi retribusi yang mengalami peningkatan dan 

pada tahun ini realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga memiliki 

peran penting dalam menaikan realisasi. Kemudian pada tahun 2019 nilai 

efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektifitas terendah 

dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04% dengan kriteria efektif, 

menurunnya nilai efektivitas dikarenakan target yang dianggarkan lebih 

tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat 

efektif, naiknya nilai efektivitas ini dikarenakan target yang dianggarkan 

kembali turun akan tetapi pada tahun ini realisasi dari retribusi jasa usaha 

mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi 

Covid-19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 194,39% dengan kriteria sangat efektif, naiknya nilai 

efektivitas ini dikarenakan realisasi dari retribusi jasa usaha mengalami 

kenaikan hal ini disebabkan karena pemerintah menambah objek retribusi 

jasa usaha. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan Tabel 4.16 Perhitungan Efektivitas Retribusi 

Perizinan Tertentu pada tahun 2017 realisasi retribusi izin mendirikan 

bangunan memiliki peranan besar dalam menaikan efektivitas retribusi 

perizinan tertentu, pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan 

kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami 

penurunan menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif, 
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penurunan ini terjadi dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu 

mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif, 

naiknya efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun 

tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai 

efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas 

tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan kriteria 

sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang 

dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi 

dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada 

tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 

62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi 

karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak 

pandemi Covid-19. 

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis retribusi 

daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-

rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai 

efektivitas sebesar 102,97% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 

retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 194,59% dengan 

kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 retribusi daerah memiliki rata-rata 

nilai efektivitas sebesar 91,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 

2020 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai sebesar 247,65% dengan kriteria 
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sangat efektif. Pada tahun 2021 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai 

efektivitas sebesar 114,09% dengan kriteria sangat efektif. 

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun retribusi daerah 

diatas, efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil 

rata-rata efektif. Hasil efektivitas retribusi daerah yang sangat efektif ini 

sejalan dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini 

berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk 

menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, 

atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah 

daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka 

dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah 

mereka. Tercapainya target pajak daerah menunjukan bahwa wajib pajak 

menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi daerah, sehingga 

pendapatan retribusi daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian 

terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota 

Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian selanjutnya adalah 

Mais & Yuniara (2020) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas 

penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di DKI Jakarta 

Periode 2015-2019 dengan hasil efektivitas retribusi daerah sangat efektif. 
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4.4.2 Kontribusi 

1. Pajak Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan 

jenis pajak daerah selama periode 2017-2021:  

a. Pajak Hotel 

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung 

selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 

0,40% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi 

pajak hotel dikarenakan hotel yang berada di daerah Kabupaten Tana 

Tidung tergolong masih sedikit. Akantetapi rendahnya nilai kontribusi 

tidak berarti bahwa pemungutan pajak hotel tidak maksimal hal ini dapat 

dilihat dari Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel, dapat dilihat 

bahwa pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil 

rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak hotel Kabupaten 

Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin. 

b. Pajak Restoran 

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung 

selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 

6,65% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi 

pajak restoran dikarenakan pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah 

daerah hanya restoran/tempat makan yang besar. Akantetapi rendahnya 

nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak restoran tidak 

maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.5 Perhitungan Efektivitas Pajak 
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Restoran, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak restoran Kabupaten Tana 

Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan 

pajak retoran Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal 

mungkin. 

c. Pajak Hiburan 

 Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung 

selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 

0,00% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi 

pajak hiburan dikarenakan realisasi pajak hiburan sangat kecil bahkan 

selama 3 tahun pajak hiburan tidak dipungut dapat dilihat dari Tabel 4.19 

Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan, pajak hiburan tidak dipungut 

dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan mobilitas sehingga 

pajak hiburan tidak dapat dipungut. 

d. Pajak Reklame  

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung 

selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 

0,03% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi 

pajak reklame dikarenakan pemungutan pajak reklame selama 5 tahun 

pajak reklame terus mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.20 

Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame, realisasi pajak mengalami 

penurunan disetiap tahunnya yang mengakibatkan rendahnya nilai 

kontribusi. 
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e. Pajak Penerangan Jalan 

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten 

Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi 

sebesar 8,16% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Akantetapi 

rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak 

penerangan jalan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.8 Perhitungan 

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pemungutan pajak penerangan jalan 

Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif dan disetiap 

tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini berarti, pemungutan pajak 

penerangan jalan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal 

mungkin. 

f. Pajak Air Tanah 

Kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung 

selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 

0,01% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi 

pajak air tanah dikarenakan pajak air tanah yang dipungut sangat kecil 

akantetapi pajak air tanah mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali 

pada tahun 2020 pajak air tanah mengalami penurunan dikarenakan 

adanya pandemi Covid-19, dapat dilihat dari Tabel 4.22 Perhitungan 

Kontribusi Pajak Air Tanah. 

g. Pajak Sarang Burung Walet 

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten 

Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi 
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sebesar 0,04% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya 

kontribusi pajak sarang burung walet dikarenakan realisasi dari pajak 

sarang burung walet mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.23 

Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2018 

merupakan realisasi tertinggi, pada tahun 2019 realisasi mengalami 

penurunan kemudian pada tahun 2020 realisasi kembali mengalami 

penurunan  yang mengakibatkan rendahnya nilai kontribusi. 

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD 

Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata 

nilai kontribusi sebesar 1,55% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, 

rendahnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan 

pajak mineral bukan logam dan batuan sangat terkait dengan kegiatan yang 

akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi 

yang pada tahun 2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan 

Transaksi jual beli mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada 

realisasi pajak menurun. Akantetapi rendahnya nilai kontribusi tidak 

berarti bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak 

maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak 

pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung memiliki 

hasil rata-rata efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak pajak mineral 



88 

 

 
 

bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan 

semaksimal mungkin. 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 

memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 1,25% dengan kriteria 

kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan dikarenakan penduduk Kabupaten Tana 

Tidung yang masih sedikit dibanding daerah lain seperti Tanjung Selor dan 

dalam 1 rumah biasanya ditempati lebih dari 1 kepala keluarga. Akantetapi 

rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 

4.25 Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

mengalami kenaikan di setiap tahunnya. 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan (BPHTB) 

Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap 

PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-

rata nilai kontribusi sebesar 2,79% dengan kriteria kontribusi sangat 

kurang, rendahnya kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dikarenakan naiknya realisasi dari bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017 

merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena 
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pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak 

seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja. 

Akantetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak maksimal dapat dilihat dari 

Tabel 4.13 Perhitungan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, dapat dilihat bahwa pemungutan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat 

efektif. Hal ini berarti, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal 

mungkin. 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari 

setiap jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi 

sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah, rendahnya nilai kontribusi 

pajak daerah tidak berarti bahwa pemungutan pajak daerah tidak maksimal, hal 

ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas pajak daerah, dapat dilihat bahwa 

pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata 

sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana 

Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi pajak daerah 

ini sejalan dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini 

berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk 

menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, 

atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah 

daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka 



90 

 

 
 

dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah 

mereka.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

memiliki hasil kurang berkontribusi yaitu Safuridar et al. (2019), melakukan 

penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah 

terhadap PAD di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat 

kurang. Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian 

terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten 

Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat 

kurang dan sedang. 

2. Retribusi Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan 

jenis pajak daerah selama periode 2017-2021:  

a. Retribusi Jasa Umum 

Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Tana 

Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi 

sebesar 1,49% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya 

kontribusi retribusi jasa umum dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa 

umum yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak 

Peta yang baru dipungut pada tahun 2020. Akantetapi rendahnya nilai 

kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa umum tidak 

maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.14 Perhitungan Efektivitas Retribusi 
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Jasa Umum, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi hasam umum 

Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini 

berarti, pemungutan retribusi jasa umum Kabupaten Tana Tidung telah 

dilaksanakan semaksimal mungkin. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Tana 

Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi 

sebesar 0,83% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya 

kontribusi retribusi jasa usaha dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa 

usaha yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olah raga yang baru dipungut pada tahun 2018. Akantetapi 

rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa 

usaha tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas 

Retribusi Jasa Usaha, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi jasa usaha 

Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini 

berarti, pemungutan retribusi jasa usaha Kabupaten Tana Tidung telah 

dilaksanakan semaksimal mungkin. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD Kabupaten 

Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi 

sebesar 5,11% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya 

kontribusi retribusi perizinan tertentu dikarenakan beberapa jenis retribusi 

perizinan tertentu yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti 
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Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Periklanan yang baru dipungut 

pada tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel 4.29 Perhitungan Kontribusi 

Retribusi Perizinan Tertentu realisasi retribusi perizinan tertentu yang 

lebih kecil dibanding PAD dan mengalami fluktuasi yang mengakibatkan 

rendahnya nilai kontribusi.  

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari 

setiap jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi 

sangat kurang, rendahnya nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa 

pemungutan retribusi daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari 

pembahasan efektivitas retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan 

retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hal 

ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah 

dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi retribusi daerah sejalan 

dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini berfokus 

pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan 

arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat 

akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding 

membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah 

melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Rendahnya 

nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa pemungutan retribusi 

daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas 

retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi daerah Kabupaten 

Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

memiliki hasil efektif yaitu Safuridar et al. (2019), melakukan penelitian 

terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD 

di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang. 

Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian terhadap 

kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai 

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang 

dan sedang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui hasil dari efektivitas Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah kemudian kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 

2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2017-2021 yang 

didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, 

terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak daerah selama periode 

2017-2021, dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah 

Kabupaten Tana Tidung hanya pajak restoran yang memiliki hasil 

efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan 

untuk 9 jenis pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan memiliki hasil fluktuatif.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah selama periode 

2017-2021, dari 3 jenis retribusi daerah yang dipungut pemerintah 



95 

 

 
 

Kabupaten Tana Tidung hanya Retribusi Jasa Usaha yang memiliki hasil 

efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan 

untuk 2 jenis retribusi daerah diantaranya: Retribusi Jasa Umum dan 

Retribusi Perizinan Tertentu memiliki hasil fluktuatif. 

3. Berdasarkan hasil analisis kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 

menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Pajak Hotel 

terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,40% dengan 

kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD memiliki 

kontribusi dengan hasil rata-rata 6,65% dengan kriteria sangat kurang, 

kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil 

rata-rata 0,40% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Reklame 

terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,03% dengan 

kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD 

memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 8,16% dengan kriteria sangat 

kurang, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD memiliki kontribusi 

dengan hasil rata-rata 0,01% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi 

Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD memiliki kontribusi dengan 

hasil rata-rata 0,04% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak 

Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap PAD memiliki kontribusi 

dengan hasil rata-rata 1,55% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi 

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan terhadap PAD 

memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 1,25% dengan kriteria sangat 
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kurang, dan kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 

terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 2,79% dengan 

kriteria sangat kurang.  

4. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi setiap jenis Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-

2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Retribusi Jasa 

Umum terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,49% dengan kriteria sangat 

kurang, kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD memiliki hasil rata-

rata 0,83% dengan kriteria sangat kurang, dan kontribusi Retribusi 

Perizinan Tertentu terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,38% dengan 

kriteria sangat kurang. 

5.2 Saran  

Penelitian ini telah dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin, akan 

tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dalam data yang yang dibutuhkan 

dalam melakukan analisis terdapat kekurangan sehingga penulis tidak dapat 

mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Berikut merupakan saran 

dari penulis : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam 

membuat suatu kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Dalam menyusun anggaran target Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun 

Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memperhitungkan target dengan 

realisasi dari tahun sebelumnya, agar perhitungan efektifitas dapat 

mencapai target.  
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